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BAB I   

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

     Indonesia merupakan Negara hukum, hal ini tertulis pada UUD 1945 Pasal 

1 ayat (3). Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada 

Pancasila dan UUD 1945. Hukum adalah jantung dari kehidupan. Hukum 

memiliki fungsi untuk menciptakan agar masyarakat dapat hidup damai 

tentram serta mencegah terjadinya kejahatan yang dapat 

merugikan.masyarakat dan juga memperbaiki keadaan menjadi aman dan 

berkeadilan. Ilmu hukum merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan 

hukum, karena cakupan hukum yang begitu luas maka hukum dipisahkan 

menjadi tiga bagian yaitu Hukum Pidana, Hukum Perdata dan Hukum Tata 

Negara. Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Tipikor merupakan 

salah satu cabang Hukum Pidana yang termasuk dalam Hukum Pidana Khusus 

1, Hukum pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana yang tersebar 

dalam berbagai Undang–Undang yang dibentuk untuk mengatur materi hukum 

secara khusus. Dalam undang-undang tersebut, selain memuat materi hukum 

pidana materiil juga memuat materi hukum pidana formil, atau dengan kata 

lain hukum pidana khusus juga memuat norma dan sanksi pidana yang tidak 

diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan juga memuat aturan 

                                                             
1. Ruslan Renggong, 2019, Hukum Pidana Khusus Memahami Delik–Delik di Luar   

KUHP, Jakarta Timur: Pernadamedia Group, hlm. 26. 
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hukum acara yang menyimpang dari ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana2. Contoh lainya hukum pidana Khusus adalah 

tindak pidana pencucian uang, tindak pidana teknologi informasi, dan lain-lain. 

     Tindak Pidana Korupsi pada umumnya dilakukan oleh oknum pejabat 

pengampu kekuasaan yang ada di dalam pemerintahan. Athol Mofit seorang 

kriminologi asal Australia sebagaimana dikutip dalam jurnal ilmu hukum De 

Legata Lata mengatakan: 

Sekali korupsi dilakukan apalagi kalau dilakukan oleh pejabat-pejabat 

yang lebih tinggi, maka korupsi akan bertumbuh menjadi subur. Tiada 

kelemahan yang lebih besar dari suatu bangsa daripada korupsi yang 

merembes ke semua tingkat pelayanan umum. Korupsi melemahkan garis 

belakang baik dalam keadaan damai maupun perang3.  

 

     Berdasarkan Hasil survey yang dilakukan oleh Transparancy International 

(TI) hitung mundur dari tahun 2020 hingga 2018 Indeks Persepsi Korupsi di 

Indonesia selalu di bawah skor 50 (0-100, semakin tinggi skornya semakin baik 

indeks persepsi korupsi negara tersebut) pada Tahun 2020 skor 37, Tahun 2019 

skor 40 dan tahun 2018 skor 384. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dalam 3 

tahun terakhir stagnan dikisaran skor 40 kebawah. Gembar-gembor 

pemberantasan korupsi yang selama pemerintahan Presiden Joko Widodo 

selalu digaungkan perlu diakui memang belum optimal, namun hasil ini masih 

                                                             
2. Ibid, hlm 31 
3.Guntur Rambey, 2016, “Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana 

Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda”,  De Lega Lata: Jurnal 

Ilmu Hukum, Volume I, Nomor 1, Januari – Juni 2016, hlm 137-138 
4.Desca Lidya Natalia, “Menyorot Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang 

melorot”, 29 Januari   2021, Online, Internet, 19 Maret 2021 WWW: 

https://www.antaranews.com/berita/1974114/menyorot-indeks-persepsi-korupsi-

indonesia-yang-melorot 

 

https://www.antaranews.com/berita/1974114/menyorot-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-yang-melorot
https://www.antaranews.com/berita/1974114/menyorot-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-yang-melorot
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jauh lebih baik dari tahun 2012 pada zaman pemerintahan Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono, masih dari sumber survey yang sama yaitu 

Transparency International (TI), IPK Indonesia hanya 2,4 dan menempati 

posisi ke-6 negara terkorup5.  

     Berdasarkan data dari Transparency International di atas menunjukan ada 

kemajuan pemberantasan korupsi yang dikaji berdasarkan IPK Indonesia yang 

membaik, namun pemberantasan korupsi di Indonesia masih mengalami 

kendala yaitu dalam pengembalian kerugian negara hasil tindak pidana 

korupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2018 mencatat bahwa 

jumlah pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp 805,4 Miliar dan $ 3,01 

juta yang didakwakan kepada 1.162 terdakwa hanya 8,7% dari nilai total 

kerugian Negara yang mencapai Rp 9,29 triliun6. Ini belum termasuk biaya 

yang dikeluarkan oleh negara, seperti biaya operasional penegakkan hukum 

gaji para penegak hukum dan biaya untuk membiayai para koruptor yang sudah 

dimasukkan ke dalam penjara setelah mendapat vonis bersalah oleh 

pengadilan. Apabila pengembalian kerugian Negara dapat berjalan optimal 

maka diharapkan mampu membantu menutupi defisit APBN yang selalu terjadi 

setiap tahunnya. Pejabat yang berwenang dalam pengembalian kerugian 

                                                             
5. Abd Razak Musahib 2015, “Pengembalian Kerugian Negara Hasil Tindak Pidana 

Korupsi”, (2015), e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 1, Januari 2015, hlm 1-9.  
6. Sinar Putri Utami, “ICW catat pengembalian kerugian negara dari perkara korupsi 

2018 baru   8,7%”, 29 April 2019, Online, Internet, 31 Agustus 2019, WWW: 

https://nasional.kontan.co.id/news/icw-catat-pengembalian-kerugian-negara-

dari-perkara-korupsi-2018-baru-87 

 

https://nasional.kontan.co.id/news/icw-catat-pengembalian-kerugian-negara-dari-perkara-korupsi-2018-baru-87
https://nasional.kontan.co.id/news/icw-catat-pengembalian-kerugian-negara-dari-perkara-korupsi-2018-baru-87
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Negara baik berupa jumlah uang maupun aset-aset hasil pencucian uang oleh 

pelaku korupsi. 

     Pengembalian kerugian negara adalah upaya untuk mengembalikan kerugian 

negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi. Mekanisme pengembalian 

kerugian negara adalah melalui: 

1. Pidana Pokok yaitu melalui denda 

2. Pidana Tambahan yaitu melalui Uang Pengganti dan Penyitaan Aset 

3. Gugatan Perdata 

     Pidana Tambahan uang pengganti dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-

undang Nomor 31 Tahun 1999 TIPIKOR menyatakan “Pembayaran uang 

pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang 

yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”. Kejaksaan Republik Indonesia pada 

tahun 2016 melaporkan bahwa jumlah uang pengganti yang belum tertagih pada 

Desember 2016 berjumlah: 

1. Rp. 6.447.223.873.998,37 (enam triliun empat ratus empat puluh tujuh miliar 

dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan 

ratus Sembilan puluh delapan rupiah); 

2. $ 46.486.501,44 Dollar (empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh 

enam ribu lima ratus satu koma empat puluh empat dollar amerika serikat); 

3. € 20.000 (dua puluh ribu €).  

Total uang pengganti yang sudah dibayar dan disetor ke kas negara berjumlah 

Rp 197.317.454.303,28 (seratus sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh 

belas juta empat ratus lima puluh empat ribu tiga ratus tiga koma dua puluh 
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delapan rupiah), sedangkan yang telah selesai subsider penjara pengganti pidana 

tambahan dan perkara dimutasi ke Jaksa Agung Muda Perdata TUN Rp 

410.235.610.891,60 (empat ratus sepuluh miliar dua ratus tiga puluh lima juta 

enam ratus sepuluh ribu delapan ratus Sembilan puluh satu koma enam puluh 

rupiah) dan $ 10.092.496,05 (sepuluh juta Sembilan puluh dua ribu empat ratus 

Sembilan puluh enam koma nol lima dolar amerika serikat). Saldo akhir dari 

uang pengganti yang belum dibayarkan sebesar: 

1. Rp 5.839.670.808.803,49 (lima triliun delapan ratus tiga puluh Sembilan 

miliar enam ratus tujuh puluh juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus 

tiga koma empat puluh Sembilan rupiah) 

2. $ 36.394.005,39 (tiga puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu 

lima koma tiga puluh sembilan dolar amerika serikat) 

3. € 20.000,00 (dua puluh ribu €)7 

Berdasarkan laporan di atas terdapat jarak yang sangat jauh antara nominal uang 

penganti yang berhasil dikembalikan dengan uang pengganti yang belum 

dibayarkan, dapat disimpulkan bahwa pengembalian kerugian negara belum 

berjalan efektif. 

     Jumlah pembebanan pembayaran uang pengganti di wilayah hukum provinsi 

Jawa Tengah berdasarkan Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia 

tahun 2016 adalah sebesar Rp 26.055.995.222 (dua puluh enam miliar lima 

puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus dua puluh dua 

                                                             
7. Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan Kejaksaan Republik 

Indonesia 2016 pdf, hlm 68 
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rupiah). jumlah uang pengganti yang telah selesai dibayarkan sebesar Rp 

103.609.000 (seratus tiga juta enam ratus sembilan ribu rupiah) dari total 109 

perkara tindak pidana korupsi yang dibebankan uang pengganti8. Berdasarkan 

laporan di atas terdapat jarak yang sangat jauh antara nominal uang pengganti 

yang berhasil dikembalikan dengan uang pengganti yang belum dibayarkan, 

persentase dari penyelesaian uang pengganti hanya sebesar 0,39 % dari total 

pembebanan uang pengganti, dapat disimpulkan bahwa pengembalian kerugian 

negara belum berjalan efektif. 

     Pidana denda sebagai salah satu mekanisme pengembalian kerugian negara 

merupakan bentuk pidana pokok dalam KUHP pada Pasal 10 huruf a angka 4. 

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk 

mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosa dengan pembayaran 

sejumlah uang tertentu9. Laporan Tahunan Kejaksaan Tahun 2016 melaporkan 

jumlah pidana denda yang bisa ditagih sebesar Rp 303.763.807.792 (tiga ratus 

tiga miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus 

sembilan puluh dua rupiah). Jumlah yang dibayar dan disetor ke kas negara Rp 

48.287.966.660 (empat puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta 

Sembilan ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah) dan yang 

telah menyelesaikan subsider senilai Rp 55.222.400.000 (lima puluh lima miliar 

dua ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah). Jumlah akhir 

pengembalian  kerugian negara melalui pidana denda yang belum dibayarkan 

                                                             
8. Ibid, hlm 76 
9. Efi Laila Kholis, 2010, Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi, 

Jakarta: SolusiPublishing, hlm 9 
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menjadi Rp 200.253.441.132 (dua ratus miliar dua ratus lima puluh tiga juta 

empat ratus empat puluh satu ribu seratus tiga puluh dua rupiah)10. Berdasarkan 

jarak antara jumlah pidana denda yang bisa ditagih dengan yang telah dibayarkan 

masih di bawah 40%, maka melalui laporan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pengembalian kerugian negara melalui pidana denda belum efektif. 

     Pengembalian kerugian negara melalui penyitaan aset lebih dikenal dengan 

perampasan barang-barang tertentu, yang juga tercantum dalam pidana 

tambahan pada Pasal 10 huruf b angka 2 KUHP. Pasal 39 ayat (1) menyatakan 

“Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja 

dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas”. Sita aset juga 

tercantum sebagai pidana tambahan sebagaimana diatur di dalam Pasal 18 ayat 

(1) huruf a Undang-undang TIPIKOR “Perampasan barang bergerak yang 

berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan 

untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik 

terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang 

yang menggantikan barang-barang tersebut”. Laporan Tahunan Kejaksaan 2016 

melaporkan bahwa hasil pengoperasian barang rampasan per desember 2016 

sebesar Rp 1.113.907.351.628 (satu triliun seratus tiga belas miliar Sembilan 

ratus tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh delapan 

rupiah) dari total uang pengganti yang belum dibayar yaitu Rp 

5.839.670.808.803,49 (lima triliun delapan ratus tiga puluh Sembilan miliar 

enam ratus tujuh puluh juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus tiga koma 

                                                             
10. Kejaksaan Republik Indonesia, Loc.Cit. 
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empat puluh sembilan rupiah)11, maka persentase nilai sita aset dengan nilai uang 

pengganti yang belum dibayar di bawah 20% atau kurang dari 1/5 (seperlima). 

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa pengembalian 

kerugian negara melalui sita aset atau perampasan barang belum efektif, masih 

jauh jaraknya dengan kerugian negara yang belum bisa dikembalikan.  

     Pengembalian kerugian negara melalui gugatan perdata merupakan 

mekanisme pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh jaksa pengacara 

negara atau instansi yang dirugikan, berdasarkan Pasal 32, 33 dan 34 Undang-

undang TIPIKOR. Pengembalian kerugian negara melalui gugatan perdata 

bertujuan agar menutup celah tidak kembalinya kerugian negara yang telah 

terbukti secara nyata, meskipun penyidik kurang cukup bukti untuk menaikan 

kasus ke tingkat pengadilan, terdakwa divonis bebas oleh hakim, ataupun 

terdakwa meninggal dunia saat pada proses penyidikan maupun pemeriksaan 

pengadilan12. Gugatan perdata berdasarkan Laporan Tahunan Kejaksaan RI 

Tahun 2016 sebagian besar adalah penyelesaian uang pengganti perkara tindak 

pidana korupsi menggunakan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak mengatur mengenai subsider 

penjara13. Berdasarkan rekap data Jaksa Muda Perdata dan TUN nilai 

penyelesaian uang pengganti melalui gugatan perdata dan non litigasi berjumlah 

Rp 16.020.192.001,99 (enam belas miliar dua puluh juta seratus sembilan puluh 

                                                             
11. Kejaksaan Republik Indonesia, Loc.Cit 
12. Sujono, 2020, Pemulihan Aset Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti 

dan Gugatan Perdata, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm 45 
13. Agustinus Herimulyanto, 2019, Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak 

Pidana Korupsi, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm 3 
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dua ribu satu koma sembilan puluh sembilan rupiah) dan $ 34.951,88 (tiga puluh 

empat ribu sembilan ratus lima puluh satu koma delapan delapan dolar amerika 

serikat) dari total jumlah uang pengganti yang belum dibayar sebesar  Rp 

7.228.645.880.511,09 (tujuh triliun dua atus dua puluh delapan miliar enam ratus 

empat puluh lima puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ratus sebelas koma 

nol sembilan rupiah)14. Jarak yang jauh antara gugatan perdata dengan uang 

pengganti yang belum dibayarkan dengan persentase di bawah 5% menunjukkan 

bahwa belum optimalnya pengembalian kerugian negara melalui gugtan perdata. 

     Pengembalian kerugian Negara melalui uang pengganti dan sita aset terganjal 

pada substansi hukumnya. Aturan penyitaan berdasarkan KUHAP 

dikonstruksikan untuk kepentingan pembuktian pidana, tidak untuk kepentingan 

pengembalian aset15. Upaya untuk mengoptimalkan Pengembalian Kerugian 

Negara melalui penyitaan sebagai uang pengganti terganjal dasar penyitaan ada 

tertulis dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a KUHAP yang diperbolehkan untuk disita 

hanyalah “benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau 

sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak 

pidana”. 

     Dari konstruksi ayat tersebut maka penyitaan aset hanya mengutamakan 

pembuktian tindak pidana bukan pada bagaimana sebesar-besarnya 

mengembalikan kerugian negara hasil tindak pidana korupsi. United Nations 

Convention Against Corruption 2003 sebagaimana telah diratifikasi kedalam 

                                                             
14. Kejaksaan Republik Indonesia, Loc.Cit. hlm 75 
15. Agustinus Herimulyanto, Op.Cit, hlm 8 
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hukum Indonesia yang telah diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2006 

tentang pengesahan UNCAC 2003, pada Pasal 31 UNCAC 2003 lebih prospektif 

diterapkan dalam upaya pengembalian aset, yatu dengan mekanisme sita aset 

pengganti sejak penyidikan sampai nilai yang setara dengan nilai aset tindak 

pidana korupsi. Menurut Agustinus mekanisme pengembalian aset yang diatur 

dalam UNCAC 2003 lebih memudahkan pembuktian karena tidak perlu 

membuktikan hubungan antara aset pelaku dengan nilai korupsi pelaku tipikor, 

melainkan cukup membuktikan nilai aset korupsi kemudian dilakukan penyitaan 

aset yang bernilai setara16.  

     Penerapan UNCAC 2003 dalam hukum acara tindak pidana korupsi terganjal 

pada alas hukum penerapannya. Pengaturan hukum nasional yang tidak 

menunjang keberlakuan UNCAC di Indonesia. Hingga saat ini pemerintah 

belum membentuk suatu peraturan pelaksana terhadap keberlakuan UNCAC, 

selain itu Rancangan Undang-undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana 

telah dirancang sejak tahun 2015. RUU ini digadang-gadang menjadi salah satu 

jalan keluar mengembalikan kerugian negara serta memulihkan aset negara tak 

kunjung masuk prolegnas DPR RI. Belum disahkannya RUU PATP serta 

penerapan UNCAC 2003 dalam dasar hukum pemidanaan perkara korupsi 

menghambat optimalnya pengembalian kerugian negara 

     Pengembalian kerugian sudah seharusnya negara menjadi skala prioritas 

dalam pemberantasan korupsi di republik ini. Melihat data-data dari ICW, 

Laporan Tahunan Kejaksaan RI di atas tadi memang perlu diakui upaya dari 

                                                             
16. Agustinus Herimulyanto, Op.Cit, hlm 12 
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penegak hukum kurang terfokus pada pengembalian kerugian negara, bukan 

berarti pemidanaan terhadap pelaku tidak penting, namun supaya wibawa dan 

integritas penegak hukum serta negara dalam upaya pemberantasan korupsi 

tidak dianggap remeh oleh masyarakat bahkan pejabat publiknya sendiri, maka 

perlu adanya upaya pemfokusan pada pengembalian aset, selain itu juga 

pengembalian kerugian negara yang optimal dapat meringankan beban defisit 

APBN yang setiap tahun terjadi dan dapat dialihkan sebagai pendanaan dalam 

pembangunan kesejahteraan rakyat.  

     Uraian-uraian di atas telah menjelaskan terkait aturan yang berlaku mengenai 

pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Hambatan 

penerapan dan pelaksanaan pengembalian kerugian negara baik melalui 

pembayaran uang pengganti maupun sita aset yang seringkali tidak sesuai 

dengan kerugian yang dialami negara, oleh karena itu Penulis tertarik untuk 

menulis skripsi dengan judul “EFEKTIVITAS PENGEMBALIAN KERUGIAN 

NEGARA DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS 

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI KOTA SEMARANG).” 

B. Perumusan Masalah 

     Berdasarkan uraian pada latarbelakang penelitian, maka masalahnya 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apa dasar hukum penerapan pengembalian kerugian negara dari hasil tindak 

pidana korupsi? 

2. Bagaimana efektivitas pengembalian kerugian negara hasil tindak pidana 

korupsi? 
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3. Apa faktor-faktor yang menghambat efektivitas pengembalian kerugian 

negara hasil tindak pidana korupsi? 

C. Tujuan Penelitian 

     Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan dianalisis 

untuk dijadikan Penulisan Hukum dengan judul “Efektivitas Pengembalian 

Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”.  

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat diuraikan bahwa tujuan dari 

penelitian ini untuk mengetahui: 

1. Untuk mengetahui dasar hukum yang diterapkan pada efektivitas 

pengembalian kerugian negara dalam Tindak Pidana Korupsi. 

2. Untuk mengetahui efektivitas pengembalian kerugian negara hasil dari 

Tindak Pidana Korupsi. 

3. Untuk mengetahui faktor penghambat efektivitas Pengembalian Kerugian 

Negara hasil dari Tindak Pidana Korupsi. 

D. Kegunaan Penelitian 

Hasil peneltian ini diharapkan dapat dimanfaatkan baik dari segi akademis 

maupun segi praktis. 

1. Dari segi akademis, diharapkan hasil penelitian dapat menambah bahan-

bahan kajian terhadap penerapan pengembalian kerugian dalam kasus 

tindak pidana korupsi di Indonesia. 

2. Dari segi praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak 

berwenang sebagai masukan dalam penerapan pengembalian kerugian 

negara dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. 
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E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

     Metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini 

adalah Metode Kualitatif, yaitu metode yang menekankan proses 

pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan 

sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik17.  Tujuan dari penelitian 

kualitatif ini adalah untuk memahami kondisi suatu konteks dengan 

mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai 

potret kondisi dalam suatu konteks yang alami (natural setting), tentang 

apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studi. 

2. Spesifikasi Penelitian 

     Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif analitis. Deskriptif karena penelitian bertujuan untuk 

memberikan sebuah gambaran tentang permasalahan dan objek yang 

diteliti secara lebih jelas, menyeluruh dan rinci. Penelitian 

menggambarkan mengenai hambatan-hambatan mengenai penerapan 

pengembalian negara yang tidak sesuai dengan jumlah kerugian negara. 

Analitis, karena dalam penelitian menganalisis hasil penelitian dengan 

peraturan Perundang-undangan dalam hal ini menggunakan Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara 

                                                             
17. Petrus Soerjowinoto, dkk, 2020, Metode Penulisan Karya Hukum, cetakan kedua 

Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm 7. 
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Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang TIPIKOR 

yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 

3. Objek Penelitian 

     Objek penelitian dalam penelitian ini menggunakan seluruh Informasi 

yang terkait dengan Efektivitas Pengembalian kerugian Negara Hasil 

Dari Tindak Pidana Korupsi. 

 Dalam objek penelitian terdapat elemen-elemen yang diteliti yaitu:  

a. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1018 K/Pid.Sus/2017 

b. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 68/Pid.Sus-

TPK/2016/PN Smg 

c. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 15/Pid.Sus-

TPK/2016/PN Smg 

d. 1 (Satu) Orang Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang bernama 

Margono., SH., MH 

e. 1 (Satu) Orang Jaksa Kejaksaan Negeri Kota Semarang Bernama 

Zahri Aeniwati., SH., MH 

4. Teknik Pengumpulan data 

     Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Kepustakaan 

dan Studi Lapangan. Sedangkan data yang digunakan adalah data primer 

dan data sekunder. 

a. Studi Kepustakaan 

     Metode ini digunakan dengan cara mengumpulkan data sekunder 

yang terdapat dalam buku, literatur, perundang–undangan, majalah, 
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teori dan pendapat para ahli, serta makalah yang berhubungan dengan 

penelitian ini. Data-data tersebut dapat digolongkan menjadi tiga 

yaitu: 

1) Bahan Hukum Primer 

      Bahan hukum primer yang di gunakan dalam penelitian ini 

adalah  

a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana 

b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana 

Korupsi yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 

d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Pidana Tambahan Uang Pengganti 

e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

f.  Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-

003/A/JA/02010 tentang Pedoman Penuntutan Perkara Korupsi 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah hasil-hasil penelitian yang relevan dengan judul 

penelitian, teori hukum dan pendapat para ahli berupa literatur, 
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skripsi, tesis, disertasi, jurnal, pendapat para ahli. Bahan hukum 

sekunder lainnya adalah berkas Putusan Tindak Pidana Korupsi  

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Semarang 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang sifatnya 

menambahkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 

dan mendukung informasi untuk membantu menyelesaikan 

penelitian. Contoh: kamus, ensiklopedia, bahan dari internet 

berupa berita, artikel mengenai tindak pidana korupsi. 

b. Wawancara 

     Penelitian dengan cara wawancara dilaksanakan dengan 1 (satu) 

Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Semarang 

yaitu Bapak Margono, SH, MH. dan 1 (satu) Jaksa Penuntut Umum 

Kejaksaan Negeri Kota Semarang yaitu Ibu Zahri Aeniwati, SH, MH. 

Wawancara dilakukan untuk menggali studi lapangan dan 

memperoleh data tambahan dalam penelitian. Wawancara 

dipersiapkan dengan daftar pertanyaan yang sudah disusun, dan 

memungkinkan adanya pertanyaan di luar daftar pertanyaan sesuai 

situasi saat wawancara. 

5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data 

     Data yang telah diteliti dikumpulkan melalui Teknik pengumpulan 

data yang kemudian akan dilakukan pengolahan dan diperiksa, lalu akan 

dilakukan proses pengeditan memisahkan antara data yang relevan akan 
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digunakan dan yang tidak relevan diabaikan. Penyajian data akan 

dilakukan dalam bentuk uraian-uraian untuk menjawab rumusan 

masalah.  

     Hasil penelitian disajikan dengan uraian-uraian secara sistematis yaitu 

data yang diperoleh akan dihubungkan dengan yang lain sesuai dengan 

permasalahan yang diteliti.  

6. Metode Analisis Data 

      Metode analisis dalam penelitian ini adalah metode analisis normatif-

kualitatif yaitu menjabarkan data-data yang diperoleh dari teori-teori 

hukum, norma-norma hukum yang relevan dengan pokok permasalahan. 

Analisis data dengan cara menguraikan dengan kalimat yang efektif, 

runtut dan logis lalu dilakukan pembahasan. Analisis dengan 

membandingkan data yang diperoleh melalui bahan hukum primer yaitu 

Peraturan Perundang-undangan mengenai Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi dengan bahan hukum sekunder yaitu Putusan Tindak Pidana 

Korupsi Pengadilan Negeri Semarang dengan didukung data yang 

diperoleh melalui wawancara dengan Hakim Tindak Pidana Korupsi 

Pengadilan Negeri Semarang dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan 

Negeri Kota Semarang  
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F. Sistematika Penulisan 

   Sistematika penulisan adalah sebagai berikut: 

     Bab I yaitu pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian (metode 

pendekatan, spesifikasi penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, 

teknik pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data) dan 

sistematika penulisan. 

     Bab II yaitu Tinjauan Pustaka yang menguraikan bahan Pustaka dan teori-

teori yang mendukung penelitian. Telaah Pustaka terdiri dari Pengertian 

Efektivitas, Pengembalian Kerugian Negara, Tindak Pidana, Tindak Pidana 

Korupsi. 

     Bab III yaitu Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menjawab perumusan 

masalah. Hasil penelitian berisi Dasar Hukum Penerapan Pengembalian 

Kerugian Negara, Efektivitas Pengembalian Kerugian Negara, Faktor-faktor 

yang menghambat pengembalian kerugian negara.     

     Bab IV yaitu Penutup yang berisi Kesimpulan dan saran
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